BAB IV
ANALISISHUKUMAN BAGI PELAKU PIDANA KORUPSI

MENURUT MAJELISTARJIH MUHAMMADIYAH

A. AnalisisHukuman Bagi Koruptor menurut Muhammadiyah

Upaya pemberantasan korupsi diperlukan suatu aggardgrioritas yang
jelas, seperti dengan memberikan sanksi yang wgaderat kepada pelakunya
(law enforcement).Disamping itu, perlu juga dilakukan kampanye kepad
masyarakat agar memandang korupsi sebagai penysdsial sehingga
menimbulkan rasa tidak aman bagi para koruptor aeriggmungkinan mereka
akan tertangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman yaaggat berat.

Jelasnya pada saat ini, diperlukan suatu tekadkderitmen yang kuat
dari berbagai elemen untuk mereformasi pemerintalsamingga dapat
mengurangi praktik korupsi. Namun upaya reformaisakan berhasil hanya jika
para pimpinan politik mau memikul tanggung jawaln daelakukan penegakan
hukum tanpa pandang bulu. Untuk memberantas kordpsiegeri ini telah
dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah dan DRigateseperangkat lembaga,
mulai dari peningkatan DPR dalam pengawasan, p&aagdaukum oleh
Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di bawahhkgpplisian inspektorat
jenderal melaksanakan pengawasan intern di sempar@een, BPK, BPKP,
KPK, Kejaksaan dan LSM-LSM melakukan pengawasartegkal. Demikian
juga perangkat hukum yang mengatur pemberantasampsiotelah banyak

dilahirkan. Upaya pemberantasan korupsi diimpleaskén dengan berbagai

71



72

strategi pemberantasan, yaitu strategi preventifteni detektif, dan strategi
represif. Strategi preventif menekankan pada peawaygjika ada indikasi korupsi
di satu instansi. Strategi detektif merupakan upagadeteksi secara langsung di
lapangan bila ada kemungkinan terjadinya korupsiteksi ini dilakukan oleh
para auditor, aparat kejaksaan, kepolisian, daryanakat serta pejabat tinggi.
Strategi represif merupakan upaya kongkrit pemhtasam korupsi secara tegas
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun d#emi praktik korupsi
semakin merajalela, kuantitas dan kualitasnya puamagin meningkat.

Sejarah Indonesia mencatat bahwa sejak berdirintabt@l2 sampai
sekarang, Muhammadiyah tetap konsisten sebagaik&erslam dan dakwah
amar ma’ruf nahi munkaryang berasas Islam dan bersumber pada al-Quaian d
sunah Nabi, memiliki maksud dan tujuan menegakkam henjunjung tinggi
Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yaabenar-benarnya.
Muhammadiyah sebagai gerakan Islam mempunyai sistganisasi dan anggota
serta amal usaha yang tersebar luas di selurumésty sehingga telah tumbuh
menjadi kekuatan sosial keagamaan yang mantap.potensi tersebut, yaitu
aspek misi dan eksistensinya sebagai gerakan, Muhdigah menjadi gerakan
keagamaan dan kemasyarakatan yang diperhitungkarsetzara tidak disadari
telah menjadi suatu kekuatan ideologi dalam pemgo@an perjuangan umat

Islam Indonesia.

'Suyuti PulunganKorupsi di Negeri Berpenduduk Mayoritas Muslim :afu Kajian
Tentang Sistim Politikdalam, Korupsi, Hukum, Dan Moralitas Agama; MewacanakajtFi
AntiKorupsi, Yogyakarta; Gama Media, him. 209-210.

2 Helmi Ibrahim, Gerakan Sosial Melawan Korupsi Versi Muhammadjydalam |,
Korupsi, Hukum, Dan Moralitas Agama; MewacanakaigH-iAntiKorupsi, Yogyakarta; Gama
Media, him. 219-220.
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Oleh karena itu, upaya menggerakkan potensi idedaérgebut hingga
batas tertentu dapat dikatakan sebagai tuntutamyadddeologisasi”, yaitu
membangun sistem keyakinan dan paham gerakan yaseytail dengan
memobilisasi potensi secara tersistem dan stratgpgia melakukan perubahan-
perubahan kehidupan yang signifikan sesuai dengasi man tujuan
Muhammadiyah. Usaha “ideologisasi” itu sebagai &agidari upaya
menggerakkan segenap potensi dalam satu kesatusiemsi sehingga
Muhammadiyah menjadi gerakan yang tersistemateantd mencapai tujuannya
membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarmjaarivinadiyah dalam hal
ini perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berperan aktif dan tidak apatis

2. Berpolitik dengan sejujur-jujurnya dan sesungguhgguhnya, Yyaitu
menunaikan amanat, tidak mengkhianati amanat .

3. Menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran.

4. Taat kepada pemimpin sejauh masih sejalan dengamabeAllah dan Rasul

5. Mengemban risalah Islam

6. Menunaikan amar ma’ruf nahi munkar, dan mengajangruntuk beriman
kepada Allah

7. Mempedomani al-Qur’an dan sunah nabi

8. Mementingkan kesatuan dan persaudaraan umat manusia

9. Menghormati kebebasan orang lain

10. Menjauhi fithah dan kerusakan
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11.Dan tidak berkhianat dan melakukan kezaliman.

Menurut Prof. Dr. H Syamsul Anwar selaku ketua hgfarjih dan tajdid
Pengurus Pusat Muhammadiyah dalam pengantar di Bikib anti korupsi
tersebut mengatakan bahwa buku ini (fikih anti ks merupakan salah satu
wujud partisipasi Muhammadiyah dalam upaya pembasan korupsi di
Indonesia melalui pengembangan wacana keagamadworapsi. Harus diakui
bahwa sejauh ini wacana antikorupsi berspektif &swmpn dalam upaya
pemberantasan korupsi belum begitu banyak disadari.

Di samping itu wacana itu sendiri belum luas dikamdgkan padahal di
dalam teks-teks agama sendiri, khususnya agaman Ist@mberikan sanksi
terhadap korupsi mendapat ruang yang cukup luaslalam al-Qur’an terdapat
acuan yang mejyastkan pelaku tindak korupsi dengayhulul karena term
korupsi pada saat itu belum ada sehingga dianaogillengan tindak pidana yang
dianggap menyerupai korupsi, sepegjtiulul, risywah, saragoh.Di dalam al-
Quran korupsi dianalogikan dengaghulul yang secara harfiah berarti
“pengkhianatan terhadap kepercayaan” atau amandkegdskan oleh Syed
Hussein Al-atas, seorang pemerhati korupsi, “iotiupsi adalah penyalahgunaan
kepercayaan untuk kepentingan pribadi” atau “peanoumelalui penipuan dalam
situasi yang mengkhianati kepercayaan”.

Dalam hadits-hadits Nabi SAW juga banyak rujukamgemai korupsi,
baik menyangkut jenis-jenis korupsi yang telah fisnpaparkan di atas seperti

risywah. Beberapa strategi yang dilakukan Nabi SAW dataemangani korupsi

*Ibid., him. 220-222 .
* Lihat dalam Sambutan ketua Majelis Tarjih dan TP Muhammadiyah dalam buku
Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah..
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adalah melakukan pemeriksaan terhadap para pejabati menjalankan tugas.
Selain itu Nabi juga berupaya menimbulkan suatk gfeikologis sedemikian
rupa sehingga masyarakat sangat menakuti korugsalmga dengan penolakan
Nabi untuk tidak menyalatkan jenazah koruptor (qukiisalatkan oleh sahabat
Nabi), koruptor akan masuk neraka meskipun nomyzalg dikorupsi kecil,
pelaku korupsi akan mendapat laknat Allah, danlssdserta infak hasil korupsi
tidak diterima oleh Allah.

Sama halnya dengan sanksi yang dilakukan olehumbk meminimalisir
korupsi, Muhammadiyah juga menawarkan sanksi sekamksita’zir yang telah
dipaparkan penulis sebelumnya di atas. Dalam halMimhammadiyah juga
menyertakan sanksi akhirat selain juga ancamanssaiuikia yang cukup berat
dan menghinakan, di akhirat kelak para koruptornakangat dihinakan di
hadapan Allah dengan saksi barang-barang atauasegaliatu yang ia korupsi
ketika di dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah daebuah hadis yang

diriwayatkan dari sahabat Abu Humaid al-Sai’dy:

Maﬁw\mq;\kY\L@:L@;ﬁv{J}\J@‘yo,\ﬁmu@gﬁx}b&
Oly Jleot b 18 sl 3,0 cilS Olg sl &) @ sl pm OIS O1 aize e

B Jadls O, (s lsdly 2 s sl 5La ilS”

Artinya: Demi yang menguasai jiwa Muhammad, tidaklah sesgoi
antara kalian mengkorupsi sesuatu kecuali dia ediakiamat
akan memanggil sesuatu yang dikorupsi pada tenglukiika
yang dikorupsi seekor unta, ia akan datang (meragh&dlah )

® Majelis Tarjih dan tajdid PP.Muhammadiyafikih Anti Korupsi Perspektif Ulama’
MuhammadiyahJakarta; PSAP, him. 88.
® Al-Maktabah al-Syamilafdalam kitab Shahih Bukhori, juz 20, him. 317.
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dengan unta hasil korupsinya yang bersuara. Jikkg g&orupsi
seekor sapi, maka ia akan datang dengan sapi koyapgang
melenguh. Jika yang dikorupsi seekor kambing, miakakan
datang dengan kambing hasil korupsinya dengan mdanigé
(HR. Bukhari n0.6145)

Dengan demikian orang yang mengkorupsi proyek peglrzan jalan,

atau jembatan kelak akan memanggil semua baharubangaspal, batu koral,

dan lain-lain pada hari kiamat. Selain hukumanMuhammadiyah memberikan

sanksi moral dan sosial bagi koruptor, sepertiktidsalatkan jenazah koruptor

tersebut oleh pemuka agama yang dikenal kedudu&ankcedibilitasnya, juga

pengembalian harta hasil korupsi .

Selain itu, sanksi moral dan sosial yang diterpelaku koruptor adalah

jenazahnya tidak disalatkan oleh pemuka agama wvgenal kedudukan dan

kredibilitasnya. Hal ini berdasarkan pada salabh batits:

b ooy ade B Lo @) S5y JUB 5 oy Sl JB Al oy 5 o0

Solmt Lo 3542 50 oy 50 4 Ldorgh aslin Litad ) oo 3 8 41 (Sl

Artinya;

TGUAT ) sl olgy ) oe)s

Dari Zaid ibn Khalid, seorang laki-lakiath pada perang khaibar,
lantas Rasulullah bersabda: Salatkanlah temannkélia (Aku)
sendiri tidak mau menyalatkanya karena dia telahakn&an
penggelapan ataghulul saat berjuang di jalan Allah. Ketika kami
periksa barang-barangnya, kami menemukan manikkraang
yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham’.NdRai,
Kitab Janaiz, no. 1933

Adapun sanksi lain oleh Muhammadiyah yaitu pengdiab harta hasil

korupsi. Dalam hal ini ada dua pendapat yang besbedtu;

’ Al-Maktabah al-Syamilafdalam kitab Sunan Nasai, bab Janaiz, Juz 49%him.
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a. Imam Syafii dan Ahmad ibn Hambal bahwa pelaku ksiuharus
mengembalikan uang yang dikorupsi, meskipun tellabnakan hukuman.
Alasan mereka karena ada hadits yang menjelaskawabaeseorang
berkewajiban mengembalikan hak orang lain yang dikya, Imam
syafi’i dan Ibn Hambal berpendapat bahwa sanksighami rugi pelaku
korupsi itu dapat digabungkan, Artinya pelaku kaiupendapat hukuman
kedua-duanya, yaitu berupa sankaizir dan ganti rugi harta yang
dikorupsi. Alasan mereka, pelaku korupsi telah mggar dua hak, dalam
hal ini hak Allah berupa pengharaman korupsi dak hamba berupa
pengambilan harta orang lain.

b. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa bila pelaku psirutelah
ditetapkan hukumannya, maka ia tidak wajib menggaming hasil
korupsi, hal ini merujuk pada QS. Al-Maidah: 38 aghimana berikut:

208304 00WwWa €0 20Z 0O O0wWae €0
A0 40, Or O] BFMURD DML g eo
PXIOE@ o ¢@BOX@ o HON AL 0ORY
+ 76 O0E %k Lo de BILQHE
CHL P SHOHKERO NOOZ DR
Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yangencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasanapagi
yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari .Atlah
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al-Maid
:38)

Dalam ayat ini menyebutkan hukuman pokok saja mhak tada hukuman
tambahan berupa harta atau uang pengganti daldaktpencurian. Abu Hanifah
juga berpendapat bahwa sanksi dan ganti rugi adddahhal yang tidak bisa

digabungkan. Artinya, bila si pelaku korupsi suditenai hukuman maka tidak
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ada keharusan untuk membayar ganti rugi. Selain jika pencuri harus
membayar ganti rugi maka seakan-akan uang itu ladaidknya Akan tetapi
pada umumnya menurut beliau pemilik uang itu boleminta dikembalikannya

uang tersebut setelah pencurinya dikenai sanksirhahk bila uang itu masih ada.

. Analisis M etode Pengambilan Hukum Bagi Tindak Pidana Korupsi Menurut
Muhammadiyah

Mengacu pada Putusan Tarjih tahun 2000 di Jakbaiaywa pendekatan
yang digunakan Muhammadiyah dalam berijtihad addefgan menggunakan
pendekatatayani, burhanidanirfani. Pendekatabayanimenggunakan nas-nas
syari’ah. Pendekatdourhani menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang,
seperti dalam ijtihad mengenai hisab. Pendekafani berdasarkan kepekaan
nurani dan ketajaman intuisi bafifDalam konteks putusan hukuman bagi tindak
pidana korupsi Muhammadiyah menggunakan pendekeatgenidengan melihat
nashnashsyar’iah untuk menentukan jenis hukuman bagi ksirujenis hukuman
korupsi yang ditentukan oleh Muhammadiyah cukupat&r Mulai dari penjara,
diasingkan, denda, bahkan hukuman mati. Semueeigantung jenis tindakan
dari korupsinya.

Istilah korupsi memang belum ditemukan dalaash secara rinci tapi
indikator-indikator dan ilat yang sama cukup bangékmukan dalam al-Qur’an
dan hadits. Menurut Muhammadiyah konsep yang paliekat dengan pidana

korupsi adalah konseghulul (penggelapanjisywah (penyuapan) dasaragah

8 Syamsul Anwar, Makalah,Manhaj Tarjih Dan Metode Penetapan Hukum Dalam
Tarjih MuhammadiyahPelatihan Kader Tarjih Tingkat Nasional TanggalSar 1433 H / 20
Januari 2012 di Universitas Muhammadiyah Mageldng3:6.
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(pencurian) kemudian cara untuk menindak para pel&brupsi adalah
menjalankan sank&'zir dari yang terberat (hukuman mati) hingga yang ¢enn
(penjara) sesuai dengan berat dan ringannya tinddda dampak dari korupsi.

Metode qiyas yang diaplikasikan oleh Muhammadiyah dengan
menganalogikan korupsi dengaghulul, riyswah,dan saragah adalah sejalan
dengan putusan dari majelis tarjih dengan cata@mva permasalahan yang
digiyakan bukan-lah masalah ibadaiaghdah

Penegasan penggunagipasini tertulis dalam HPT, di mana ditegaskan.

4;..2&5\ QT g\J.LS B gj:p u,a_: {%.Ag} ;; Y :"ﬁ-’;\ u\JLx.S\ )Sfj :J"f %
o¥adl e LYl sl Y b 22 L@,&; a5 () J3o assmial

%,w.\jws;mpmwwmé wy\djwwu\&ssjyi

Artinya: Bilamana perlu dalam menghadapi soal-s@aig telah terjadi dan
dihajatkan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal gyatak
bersangkutan dengan ibadah mahdah pada hal umtsénalya tidak
terdapainashyang sharih di dalam al-Qur'an atau Sunnah shahiha
maka jalan untuk mengetahui hukumnya adalah meijahad dan
istinbath dari nashnash yang ada berdasarkan persamaan ‘illat
sebagai mana telah dilakukan oleh ulama salaf Hatak’

\ i

Teks putusan ini dengan jelas menjelaskan baliyes dapat digunakan
dalam menemukan hukum syari, namun terbatas dalah yang tidak
menyangkut ibadamahdah(murni). Namun dalam teks ini tersirat penggunaan
ijtihad, dan salah satu bentuk ijtihad itu adatp)as Sehingga bisa difahami
bahwa Muhammadiyah berpendapat jika tidak tetdaash sharihdalam Al

Quran dan Hadits dalam suatu permasalahan, makadijyang dilakukan

° Ibid., him.5.
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adalah denganistinbath dari nash yang ada melalui persamaaitat.
Sebagaimana dengan mempersamalkatndari risywah ghulul, saragahdengan
korupsi.

Kemudian dalam menentukan hukuman bagi tindak pid&arupsi
Muhammadiyah menggunakan ketentuan hukum yang duelddku bagi pelaku
risywah, ghulul saragahsehingga jenis hukuman yang diaplikasikan bagkael
tindak pidana korupsi cukup variatif tidak satuigemukuman.

Metode ijtihad yang digunakan oleh Muhammadiyahamalmasalah-
masalahmuamalat dunyawiyakelalu bertumpu padaaqasidh asyari’aliengan
cara memperhatikan hal-hal yang bersifaturiyah, hajiyahdantahsiniyah,oleh
karena itu dalam mengambil ijtihad selalu bertunpala magasidh asyari’ah
yang mengandung lima unsur berikut, yaitu aganveq,jiakal, keturunan dan
harta. '® Mengacu pada dasar itu lah Penulis menyimpulkahwa jenis
hukuman bagi tindak pidana korupsi bagi Muhammaddgjidasarkan pada aspek
dampak bagmagasidh asyari’ahpleh karena itu jika diasumsikan dampaknya
kurang signifikan bagi masyarakat secara umum mbkumannya pun
disesuaikan. Jika berat dan sudah melampaui basks misa sampai dengan
hukuman mati. Jenis hukuman yang ditawarkan Muhadiyah cukup elastis,
menyesuaikan dengan konteks dan keadaan dari pdahas korupsinya.
Pelakunya bisa saja diberi sangsi moral, penjaada bahkan hukuman mati.

Dalam menetapkan hukum suatu masalah, MejelishTamgngkaji hukum

dengan menempubh tiga jalur yaitu :

19 Fathurrahman DjamiMetode ljtihad Mejelis Tarjih Logos Publishing House, Jakarta
1995, him. 78.
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1. Al-ljtihad Al-Bayaniyaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telahapeatd

dalamnashAl Quran dan Hadits.

2. Al-ljtihad Al-Qiyasi yaitu menyelesaikan kasus baru, dengan cara
menganalogikannya dengan kasus yang hukumelgd tiatur dalam Al
Qur*an dan Hadits

3. Al-ljtihad Al-Istislahi yaitu menyelesaikan kasus baru yang tidaklapat
dalam Al Quran dan Hadits, dengan cara memgan penalaran yang
didasarkan atas kemaslahatan.

Mengacu pada metode Muhammadiyah dalam menetapiedan hukum di
atas. Berikut penulis uraikan analisis terhadashnash yang digunakan oleh
Muhammadiyah dalam menentukan jenis hukuman yabegridan pada pelaku
tindak pidana korupsi.

1. Celaan dan teguran/peringatan. Jenis hukuta&ir yang pertama tersebut
dinisbatkan pada hadits nabi ketika sahabatnyakuiea fitnah. Hukuman
ini diberikan pada pelaku pidana tertentu yang amgiamun dianggap
merugikan orang lain. Bagi penulis jenis hukumankurang proporsional
bagi pelaku tindak pidana korupsi. Apa lagi landaseditsnya adalah
permasalahan fitnah dalat nya bagi penulis sangat berbeda dengan kasus
korupsi. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihatunlgiyas sebagaimana yang
ada dalam ilmu ushul al-fikih bahwa harus ada sinési antara ARshludan

Al-Far'u.

1 bid., him.78.
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2. Masuk daftar orang terceldléck lis). Dalam penentuan jenis hukuman ini
Muhammadiyah tidak berlandaskan pa@shbaik dalam qur'an atau hadits
begitu juga dengamjiyas Namun menyandarkan alasannya dengan tradisi
klasik yang berkembang pada zaman Nabi. Bagi pejenis hukuman berupa
masuk daftar orang tercelbldck lis) yang ditawarkan oleh Muhammadiyah
belum punya landasan yang kuat. Karena masih sebahhat tradisi masa
lalu, padahal dinamika dari kehidupan sekarangutévgda jauh dengan
periode Nabi.

3. Menasehati dan menjauhkan dari pergaulan sosialk jgukuman ini bagi
penulis cukup ambigu, karena menjauhkan dari péagasosial kurang lebih
satu rumpun dengan masuk daftar orang tercela ambaga dalam jenis
hukuman sebelumnya. Disamping itu “menasehati” mgnpendapat penulis
relevansinya sangat lemah ketikajigaskan dengan surah Q.S. an-Nisa :34.
Dalam ayat tersebut berbicara masalabyuzdan tentunya sangat jauh ketika
ayat yang berbicara masalabsyuzdisamakan dengan pelaku tindak pidana
korupsi. Konsep persamaatiat yang ditetapkan Muhammadiyah untuk
melakukanqiyas / analogi menurut penulis gagal diterapkan dalamisj
hukuman menasehati dan menjauhkan dari pergaussal.so

Sedangkan ayat lain yang digunakan sebagai dalbbd).S. al-Taubah

:118. Untuk ayat ini penulis menilai hampir ada dmaanillat yaitu lepas

tanggung jawab namun tidak bisa dijadikan legitimastuk hukuman bagi

koruptor. Ayat tersebut bercerita tentang tiga bahgang tidak berkenan untuk

ikut berperang. Dan Rasulullah menjauhi mereka ¢haenkan) selama lima
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puluh hari dan tidak ada yang berbicara dengan kaen€etika hukuman ini

digiyakan pada pelaku pidana korupsi bagi penulis kugogorsional, karena

sejak awal Muhammadiyah sudah menetapkan bahwadiadigiyakan dengan
ghulul (penggelapanyisywah (penyuapan) damsaragah (pencurian). Tentunya
hukumannya pun disesuaikan dengguulul (penggelapanjisywah (penyuapan)
dansaragah(pencurian). Sedangkalitatnya adalah lepas tanggung jawab dan itu
kurang masuk dalam kategghulul, risywahdansaragabh.

4. Memecat dari jabatannya. Penulis belum menemukadatannash yang
digunakan oleh Muhammadiyah untuk memecat pelallangi korupsi dari
jabatannya.

5. Dengan pukulan (dera/cambuk), hukuman cambuk umgelaku pidana
korupsi dilandaskan pada hadits nabi tentang pdrimdrang tua untuk
mengingatkan anaknya agar melaksanakan shalatrjikanya telah mencapai
7 tahun.

Tt o Lede sty e i ol Bl gl sl
Artinya: Ajarkanlah anakmu shalat, jika umurnytemencapai tujuh
tahun dan pukullah ia jika enggan melakukan shettika
telah berusia sepuluh tahu. (HR. Tirmidzi, Shalat,372)
Bagi penulis, analogigiyas pada hadits tersebut sangat kurang bisa
diterima. Karena proporsi permasalahan sangat @erbleadits diatas

berbicara masalah perintah ibadah, dan tentunyak tidsa disamakan

2 Al-Maktabah Al-syamilaldalam kitab sunan tirmidzi, bab Sholat, Juz inh177.
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dengan tindak pidana korupsi. Sehingga analogiramtash dan jenis
hukuman sangat kurang proporsional dan terkesanaiksam
6. Hukuman berupa denda dan hukuman fisik, jenis hakugang ditawarkan
Muhammadiyah ini menurut penulis cukup sesuai dengash yang
digunakan yaitu mengacu paldaditsNabi.
13, . s . .
Gghally aclie Bl arlad anes 2o 2t e
Artinya: siapa saja yang mengambil barang oramg (anencuri)
maka ia harus mengganti dua kali lipat nilai bargagg
telah ia ambil dan ia harus diberi hukuman (HR.Nasa
kitab sariq no. 4872)
Hadits diatas relevansinya cukup dekat dengan korugengan
mengjiyakan pada kasussaragah (pencurian) dan dengan jelas
menguraikan jenis hukuman berupa denda dua kalndinman fisik.

7. Penjara, pemenjaraan bisa berjangka pendek at@kgapanjang, Bentuk

hukuman ini diambil berdasarkan hadits nabi SAWagabberikut :

sk 4 Ol JU aipeg ansie J4 dalgll L olog ale A Lo ) e
) anshey gl

Artinya: Dari Nabi : orang kaya yang mengulur wakhembayar
hutang tanpa ada udzur adalah zalim, maka halajahar
dirinya dan hukumannya adalah penjara.

Menurut pengamatan penulis baheigas yang terhadamash tersebut

kurang proporsional karena pembayaran hutang dekayaipsi tidak bisa

disamakan.

B Al-Maktabah Al-syamilaklalam kitab sunan nasai , bab qot'u syarig, Juhths. 130.
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8. Pengasingan, hukuman pengasingan pada awalnyahadiglanakan untuk
pelaku zina. Sehingga jenis hukuman ini juga kuratgyvan dikaitkan dengan
pelaku pidana korupsi.

9. Penyaliban, penyaliban ini dinisbatkan pada surab. @l-Maidah : 33 dan
ayat tersebut berbicara masatdlobah sedangkan korupsi tidak glyaskan
padahirobah oleh karena itu jenis hukuman ini tidak proporsiatiaamakan
dengan pelaku pidana korupsi.

10.Hukuman mati, dalam penentuan hukuman mati, Muhatiyah tidak
menyandarkan pada suatashtapi lebih pada penekanan aspek kemaslahatan
dan dianggap bahwa negara dalam keadaan gentingkalapsi sudah
melembaga. Dalam keadaan genting itu-lah menuruthavwumadiyah
hukuman mati bisa dilaksanakan. Hal ini serupa den@gpa yang
direkomendasikan oleh Nahdlatul Ulama’ (NU) bahwi&kuman mati bagi
koruptor dalam musyawarah Alim Ulama’ dan konferenBesar
diperbolehkan setelah melalui tahapan sanksi ydalyitinya dan pengadilan
mempertimbangkan pelanggarannya. Penerapan samk$aiena korupsi
termasuk kejahatan luar biasa, yang menimbulkan pdkmterhadap
masyarakat umum, di sini para ulama mengedepanifak jera. Dalam hal
NU berdasar paddhaq hukumanhirabah, yang mana perbuatan korupsi
dengan hirabah sama-sama mempunyai fasad (kerushkaruka bumi),

yakni merusak tatanan public. Dan pelaku hirabd&uldim dengan dibunuh
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atau disalib atau dipotong tangan dan kaki merekagan cara silang atau
diasingkan*

Dari analisis yang penulis uraikan, bisa dipahaathivia jenis hukuman
yang ditawarkan Muhammadiyah yang cukup variatifseébut tidak semua
berlandaskan padaash sharih baik dari quran dan hadits, begitu juga dengan
proses pengambilagiyas dengan menyamakafat sebagai contoh penyaliban,
penjara, pengasingan, dicambuk, masuk daftar ofemgla dan mengasingkan
dari pergaulan sosial jenis hukuman tersebut méesimah jika dilihat dari
pengambilargiyas dengan menyamakaltat sebagaimana yang telah diuraikan.
Meskipun demikian Muhammadiyah memberikan suatariggaran hukum yang
elastis dan tidak menggeneralisir suatu kasus, atemgemilah-milahnya dan
menyesuaikan terhadap jenis pidana korupsi yarakuwkbn. Sehingga, jenis
hukuman yang diberikan adalah memberikan pilihdihgn mana jenis hukuman
yang sesuai dengan jenis tindakan korupsi yangkukkn. Bagi penulis
pemberian jenis hukuman yang cukup beragam tersebuipakan bentuk suatu
keadilan dalam memberikan hukuman, karena tidakhatdtedohirandari suatu
kasus tapi lebih pada substansi kasus yang dilaky&iau seberapa jauh kerugian

yang dialami dari tindakan korupsi tersebut.

14

Nazar Nurdin,Skripsi, Hukuman Mati Bagi Koruptor (Studi AnaidFrtawa NU
Tentang Hukuman Mati Bagi Korup)eiFakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2013, him. 1090.



